KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700/ 364 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

  KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019
BUPATI KARANGANYAR, 
	Menimbang 
	:
	a. bahwa berdasarkan Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan  Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ditegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan Pengawasan Dana Desa;
b. bahwa untuk mengetahui penyerapan anggaran dan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana Desa secara nasional lebih cermat, cepat dan tepat sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan komprehensif kepada  Presiden maka perlu dilakukan Reviu atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa          oleh APIP;

c. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Reviu atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Reviu atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa  Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019; 

d. bahwa untuk maksud tersebut  perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan Tim Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014            Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden  Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomam Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 465);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92);

	Memperhatikan
	:
	a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4          Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1                Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	:
	

	KESATU 
	:
	Membentuk Tim Reviu atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2019, dengan Susunan Tim  sebagaimana tersebut dalam Lampiran  Keputusan ini. 

	KEDUA
	:
	Tugas Tim Reviu atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa  Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebagaimana dimaksud  Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

a. menyusun program kerja reviu atas Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa  Kabupaten Karanganyar     Tahun 2019;

b. melaksanakan reviu atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa  Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
c. melaporkan hasil reviu atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa  Kabupaten Karanganyar Tahun 2019           kepada Bupati;
d. menginventarisir bahan, data dan informasi data yang terkait dengan pelaksanaan Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa  Kabupaten Karanganyar        Tahun 2019;
e. melaporkan secara On Line ke BPKP melalui Aplikasi Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.
f. menyusun Laporan Hasil Reviu; dan

g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

	KETIGA
	:
	Tim pelaksana reviu  sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

	KEEMPAT
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

	KELIMA
	:
	Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dari tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dilaporkan  pada bulan Februari, April, Juli,  dan Oktober Tahun 2019. 

	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah  Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar; 
3. Tim yang bersangkutan. 
	Ditetapkan
  di Karanganyar

pada tanggal 17 Januari 2019 
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BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO
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SUSUNAN TIM REVIU PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA  KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

	NO
	NAMA
	JABATAN DALAM DINAS
	KEDUDUKAN  DALAM TIM 

	1
	2
	3
	4

	1
	Drs. H. JULIYATMONO, M.M.
	Bupati Karanganyar
	Pengarah I

	2
	H. ROBER CHRISTANTO, S.E.
	Wakil Bupati Karanganyar
	Pengarah II

	3
	Drs. SUTARNO, Msi.
	Pj. Sekretris Daerah
	Penasehat

	4
	Drs. SUCAHYO, M.M.
	Inspektur 
	Ketua

	5
	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
	Irban Bidang  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Wakil Ketua

	6
	Dra. SUNARMI, MM
	Kasubag Perencanaan
	Sekretaris

	7
	Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Anggota

	8
	CICUK DWI HANDOKO, S.E., M. Si.
	Calon Auditor
	Anggota

	9
	SUPRAYITNO, S.T.
	Auditor Pertama
	Anggota

	10
	FAJAR AMIEN, S.T.
	Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan di Irban 2
	Anggota

	11
	HENDRO PRANOTO, S.E., M.M.
	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Anggota

	12
	HARUN WASKITO, S. Sos., MAP
	Analis Prasarana Kota dan Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Anggota

	13
	PRIYANTO HARTO NUGROHO, S.E.
	Auditor Pertama
	Staf Administrasi



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

